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PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata
dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerinmhan dan pembangunan. Dalam
kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dan pengaruh semua
golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh parsai politik dan untuk
menjamin leeutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat
memusatkan segala perhatian, pilaran, dap tenaganya pada tuges yang dibebankan

kepadanya.

Sejarah Indonesia tetah membuktikan bahwa betapa besarnya kedudukan dan
peranan Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan kebijakan kehidupan bangsa dan
Negara Republik Indonesia Tercinta ini. Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang
punggung pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintaban dan pembangunan untuk
mencapai tujuan nasional seperti telah dianianatiean dalam pembukaan UUD 1945,
vaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurub tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejabteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanalsan ketestiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abach dan

beadilan sosial.
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Hal tersebut sudah tampak pada waktu permulaan kemerdekaan, bahwa di
mana pada waktu itu kelihatan pemerintah kolonial Belanda maupun pemesintah
pendudukan Jepang tidak mewarisi tenaga-tenaga terlatih atau tenaga-tenaga
pimpiban yang dapat berfungsi dalam pemerintahan segera setelab merdeka

Tujuan Nasional Negara kita telah dicantirnisan deagan tegas dap jelas dalam
pembukaan UUD 1945, yang hanya dapat dicapai secars beitahap melalui
pembangunan nasiopal! yang direncanal@n secara terarah dap realitas serta
dilaksanakan dengan bersungguh-sunrgguh, jujur, berdaya guna dan berhasil guna.

Kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
pasional terutama bergantung pada kesempumaan aparatur Negara, kesempumaan
Pegawai Negeri Sipil yang setia dan mat kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan pemenntah yang bersatu-padu bermental baik, disiplin dap
berdedikasi yang tinggi, beidaya guns dan bechasil guna, berkualitas tinggi dan sadar
akan tangguog jawabnya sebagai ubsur aparatus Negara, abdi Negara dan abdi
wmasyarakat dalam menyelenggerakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas-
tugas pembangupan.’

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas,
maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan tugas-tugas pembangunan, dalam

angks mewijudkan masyarakat yang adil dan ezkmus berdasarkan Pancasila.

Pamgrimsen ®as Undang-Usdasg Nomor B Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
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Namun sering dipermasalahlan, apaieah aparatur Negara kita yaitu Pegawai
Negeri Sipil sudah benar-benar menjadi apasatwr Negara yang baik, betsih, dan
berwibawa dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, karena akhir-
akhir isu sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pejabat pemeiintab akibat
dalam berbagai kasus dan pelanggaraan tentang tidak mentaati ketentuan jam kerja
tungga sampai menjadi anggota partai politik, sehingga diberhentilan baik dengan
hormat maupun tidak dengan hormat.

Tetapi tidak berarti semua aparatur Negara itu tidak baik, karena masih cukup
banyak aparatur Negma kita yang terditi dari insan-insan Indonesia yang sungguh-
suaggub ingin membenkan sumbangsih yang sebaik-baiknya bagl kemajuan dan

kejayaan Negara.

Pegawai Negeri Sipil perlu bersikap professional dan netral di dalam setiap
menjalankan tugasnya. Untuk itu pula, Pegawai Negeni Sipil harus memahami,
menghayati, dan menjalankan seluruh peratwran perundang-unidangan tentang
kepegawaian yang berlaku Apabila seorang atau lebib Pegawai Negeti Sipil dalam
menjalankan aspirasinya, berpartisipasi asaupun menyalurkan hak suaranya dalam
sebuah pamai politik, maka hak Pegawai Negeri Sipil tersebut dilindungi oleh hukum
yang berlaku di Republik Indonesia, Namun demikian, agar terciptanya kinerja atau
disiplin Pegawai Negeri Sipil yang professional dan tidak memthak, maka Pegawai
Negeri Sipil harus berjiwa besar untuk menanggzlkap atribut Pegawai Negeri Sipil-
nya atau lebih tegas Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dan instanst tempat
dia bekerja. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang pemberbentian Pegawai Negeri

Sipil karena masuk dan menjadi angota pastai politik.

UNIVERSITASMEDAN AREA 3



Apabila dilihat dari Peraturan Pemerintah Rl Nomor 30 tahun 1980 JO
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tensang peraturan Disiplin Pegawai
Negen Sipil ( selanjutaya disingkat PP 30/1980 dan PP 53 Tahun 2010, dan sehagai
petunjuk pelaksana (Juklak) dari PP 30/1980 ini, Badan Administrasi Kepegawaian
Negara ( BAKN) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3/SE/1980 tanggal 20
Oktober 1980. Namun, peraturan terscbut tidak secara khusus mengatur tentang

pennberhentian Pegawai Negeri Sipil.?

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutya disingakt PP 32/1979), merupakan
peraturan yang lebih khusus mengatur tentang tindak fanjut dan perasuran perundang-
undangan disiplin Pegawai Negen Sipil, baik tentang Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan dengan hormiat maupun dengan tidak honmat. Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dapat teradi karena pelaoggaran disiplin maupun karena hal-ha) lain

seperti dishur dalam PP 32/1979.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil meaurut pasal I huruf a PP/32/1979, «
Pemberhentian scbagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang
mengakibatikan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri

Sipil”?

Pegawai Negeni Sipil dapat juga mempunyai jabasan oegeri di lingkungan
kenanya. Jabatan negen juga dapat diberhentikan dasi si Pegawai Negeri tersebut.

Menurut pasal 1 huruf b PP/32/1979, “ pemberhenthan dan jabatan negeri adalah

2 Penjelasan Peraniren Pemerintzh Nomor 30 tatin 1980 Jo PP No.53 Talm 2010 Tentang Disipilin Pegewei
Nejzeri Sipil

" Penjelasan Peraturan Pemezintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentaog Pemeberbentian Pegewai Negeri Sipil
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pemberbentian yang mengakibathan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu

satuan organisasi Negara, tetapi masth tetap berstatus sehagai Pegawai Negeri Sipil”,

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang Pegawai
Negeri Sipil menjadi anggota panai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeii Sipil menjadi Anggota Peagurus
Paitai Politik. mengakhin kontroversi tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil
dalam politik (pasal 3 {(2) dan pasal 3 ayat (3) UU 43/1999). UU dan PP tersebut
membolebkan Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan hak politiknya (memilih)
dalam pemilu, tapi tidak membolehkan Pegewai Negeri Sipil menjadi anggota atau
pengurus partai, Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil dilarang berpolitik praktis
sementara mereka masik menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini dinilai
membertkan pengaruh positif terhadap birokrasi larena relatif berhasil membatasi
keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam politik.

Secara umum Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota atau peagurus partai
politik dapat diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak honnat. Cleh karena
1u, setiap Pegawai Negeri Sipil harus mengetahwi peraturan pecundang-undangan
yang berlaku khususnya tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota
pertas politik. Hal itu perlu, agar Pegawai Negeri Sipil sadar betul posisinya dalam

menyalurkan hak suaranya ataupun hak politiknya.

Pengertian Dan Penegasan Judul

Sebelum dilanjutkan pembahasan dalam skmpsi ini, maka perlu kiranya
terlebth datulu penulis kemukakan penge:tian-pengertian serta penegasan judul untuk
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